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.~ BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

ANAL#-SIS STANDAR BELANJA

DENGAN RA;HMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI DOMPU,

Bahwa berdasarkan Pasal 51/ Ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran
diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang
direndnnakan oleh Perangkat Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimané.
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1l Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentanﬁ
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




R
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Undang—Undang Nomor 1|7 Tahun 2003 tentang
Keuapgan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoﬁésia Tahun 2003 Nomor_ 47, Tambahan Lembaran
Negai'é Republik Indonesia meor 4286)'
Undar‘lg—Undang Nomor 25 ’I‘ahun 2004 tentang Sistem
| Perencanaan Pembangunan Nasmnal (Lembaran
4 Negara Republik Indones1a Tahun 2004 Nomor 104,
’I‘ambahan Lembaran Negaraw Repubhk Indonesia
; N0m0r4421), ;i :

Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
| Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2014 Nomor 244 " Tambahan
Lembaran Negara Repubhk‘ Indone31a Nomor 5587},

j sebagalmana telah dlubah bebcrapa :kali terakhir

i

; dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
K

d
: tentan|g Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

IndoneSIa Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
! Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
i Slstem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
L chub|hk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

; Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor4576), : -] -

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun; 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemermtahan (Lembaran Negara
' Repubhk Indonesia Tahun 12010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 5163); 5_| :
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun; 2017 tentang

: Pembmaan dan Pengawasan Pepyelenggaraan
Pcmermtah Daerah (Lembaran Négéra Republik'
3 Indonesm Tahun 2017 Nornor 73 Tambahan Lembaran

i Negara Republik Indonesia Nomor 6041);.

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

: Pengelo!aan Keuangan Da‘erah (Lembaran Negara
Repu_bllk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




Menetapkan

i
IO Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Reglonal (Lembaran Negara Republik
Indopesm Tahun 2020 Nomor S7);
11, Perat;l:;ran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
:. tentdﬁg Pedoman Pengelolaan Barang ‘Milik Daerah
(Benta Negara Republik lndonema ’I‘ahun 2016 Nomor
, 547),z
12; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
' tentaﬁg Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
; Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
: tenta:lg Klasifikasi, Kodeﬁka31, dan Nomenklatur
Perehéanaqn Pembangunari‘ dan Keuangan Daerah
(Benta Negara Republik Indonesxa Tahun 2019 Nomor
| 1447] |
l4i Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun: 2021 tentang
Penge!olaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07)

l MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA. |

:W

[ BAB I

KETENTUAN UMUM

© Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.
4. Analisis S.tandar Belanja yang selanjutnya jdisingkat ASB

Daerah ada!ah Kabupaten Dompu.
Pemenntah Daerah adalah Pemermtah Kabupaten Dompu.

Bupatl adalah Bupati Dompu.

adalah be;sf".laran belanja yang  ditetapkan: berdasarkan
analisis ﬁ;oses program (kegiatan) dan sub proses
pencapatan sasaran program masing-masing Perangkat
Daerah sebagzumana tercantum dalam rencana
pemban gunan jangka menengah daerah.

Rencana Kpr_]a dan Anggaran Perangkat Daerah yang

selanjutny:i%- disingkat RKA Perangkat Daerah adalah
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5'1

dokumen ° . perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat ,Daerah serta rencana pembiayaan;sebagai dasar
penyusunei_'x'\i APBD.

6. Tim Angécliran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat ’I‘APD adalah Tim yang diketuai oleh Sekretaris
Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah,
Pejabat Péﬁgelo]a Keuangan Daerah, Pejahat Pengelola
_Pendapatan Daerah dan pejabat lainnya sesuan dengan
kebutuhan, yang mempunyzu tugas menylapkan dan
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD.

7. Anggaran ° rPendapatan dan Belanja Daerah yang
selamutnyd dlsmgkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemermtah Kabupaten Dompu yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah }ang selanjutnya
disingkat R[\PD adalah Dokumen Perencanaan Daerah

untuk. penode 1 (satu) tahun.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN.

l Pasal 2
Maksud dxtetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran
belanja maksnnai program berdasarkan kegiatan, proses,
kebutuhan belarnja, dan batasan belanja maksimal setiap
kegiatan dalamlrangka  _

a. peny usunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran
2022, [

b. referensi . penyusunan standar ‘belanja untuk proses
keluaran : yang sejenis pada Perangkat -Daerah yang
“berbeda. z '

’ Pasal 3

Tujuan- diteta;;)li"crannya Peraturan Bupati ini adalah untuk

meningkatkan é;‘i"isiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran

belanja dalam E1§)erencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian,
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dengan pembakuan kegiatan, proses Jems belanja, maupun

besaran belan_]a

| BABIN

KETENTUA;S{ ANALISIS STANDAR BELANJA

(1) Pembakuan keglatan, proses, jenis belanja, maupun
besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

~ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali
terdapat pe}hbahan kebijakan.

(2) Perangkat Baerah dapat melaksanakan kebijakan tersebut
tanpa mengubah Standar Belanja.

(3) Kebijakan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) harus :

a. dlbukttkan secara tertulis; dan
b. dapat dlpertanggunglawabkan oleh Perangkat Daerah
yang be%'?angkutan.
t Pasal 5 |

(1) ASB hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran
belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah
dalam melaksanakan suatu kegiatan.

(2) ASB sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur
standar dahm penilaian kewajaran beban kerja
terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat
Daerah. ‘;

Pasal 6

(1} Setiap Peraﬁgkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan -

harus mengﬁ_cu pada ASB.

(2) ASB sebaga'ilinana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
menghxtung belanja keluaran program yang mempunyai
kesamaan ker]a dalam kegiatan, proses, kebutuhan belanja,
dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap
Perangkat Daerah

(3) ASB sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yﬁng merupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan Bﬂpati ini.
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Pasal 7

(1) Dalam hal program/kegiatan yang akan djlaksanakan oleh
Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Bupati
ini maka dapat menggunakan Standar Belanja yang sejenis.

(2) Dalam hal program/kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah belum  dapat disetarakan
dalam Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja
kegiatan berdasarkan rencana anggaran belanja dengan
prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan setelah TAPD mencermati kesesuaian rincian
belanja dalam rencana anggaran belanja dengan standar

satuan harga barang dan jasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.
Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 7P April 2022

Diundangkan di Dompu

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 3L



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR - TAHUN 2022

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2023

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA :

1.

ASB-001 Analisis Standar Belanja Umum
Deskripsi : ;

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menyamakan ' persepsi tentang penyusunan .perencanaan,

- pelaksanaan dan pelaiporan terhadap program dan kegiatan serta

mengendalikannya agar dapat mencapai hasil yang tetapkan.

~ Tujuan : ,-';},

Untuk menyamakam persepsi, memberikan pemahaman yang

komprehensif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta
pelaporan. oy

: !

1. Standar Belanja keglatan Rapat Koordinasi ditetapkan sebagai
berikut : ;

a. Rapat Koordmam Tlpel
1) Pelaksanaan 1 han dilaksanakan menggunakan aset Pemda.
2) Anggaran maksmal (sampai dengan 30 orang) : Rp.6.780.000,-
3) Anggaran per orang per hari Rp.226.000,-
4) Jenis belanja:{: E Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan,
Makan dan Mmum
1
b. Rapat Koordinasi. 'I‘lpe II
1} Pelaksanaan 1 han dilaksanakan menggunakan aset Pemda.
2) Anggaran maks1mal (sampai dengan 30 orang) : Rp.7.050. 000,-
3} Anggaran per orang per hari Rp.108.500,-
4) Jenis belanja:; “: Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan,
( Snack ). : {
t

c. Rapat Koordinasi T:pe I
1) Pelaksanaan 1 han dilaksanakan menggunakan aset Pemda.
2) Anggaran mak31ma1 {sampai dengan 50 orang) : Rp.11 .300.000,-
3) Anggaran per orang per hari Rp.226.000,-
4) Jenis belanja'; : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan,
Makan dan Mih'um

d. Rapat Koordinasi '1‘1pe IV
1) Pelaksanaan 1 han dilaksanakan menggunakan aset Pemda.
2) Anggaran maks1ma] (sampai dengan 75 orang) : Rp.16.950. 000,-
3) Anggaran per orang per hari Rp.226.000,-




2. Ketentuan operasional

a.

b.

4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan,
Makan dan Mmum |

e. Rapat Koord1nas1 Tlpe \'
1} Pelaksanaan 1 han dilaksanakan menggunakan aset Pemda.
2) Anggaran maksl_mal (sampai dengan110 orang) :
Rp.24.860.000,-
3) Anggaran per orang per hari Rp.226.000,-
4) Jenis belanja;i_. : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan,
Makan dan Minum.

f. Rapat Koordinasi Tipe VI
1) Pelaksanaan 1 hari dilaksanakan di hotel
2) Anggaran per orang per hari Rp.726.000,- (full day)
Cetak/ Pcnggandzi?n,makan dan minum
(e
Rapat koordinasi dllaksanakan maksimal 1 hari. Setiap hari dihitung
8 JP dan setiap JP dxhltung 60 menit.

Jumlah peserta mak31ma1 110 orang atau lebih, belum
termasuk panitia/ penyelenggara kegiatan.

. Jumlah pan:tla/pqpyelenggara kegiatan maksimal 10% dar

peserta kegiatan. [

. Belanja Cetak/Penggandaan Belanja  penggandaan  untuk

kebutuhan penggandaan untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan dan penggandaan untuk materi peserta.

. Belanja makan dan minum untuk tipe [, II, 111, IV dan V Pelaksanaan

di Aset Pemda belanja makan dan minum untuk satu hari
pelaksanaan dlperhltungkan maksimal dengan 2 x snack serta 1 x
makan siang. 4

Biaya penginapan mengacu pada satuan standar harga.

. Anggaran  dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk

Belanja

Hep
.uF‘

3 Per_]alanan Dinas dan Rapat Persiapan.

- 1) Rapat persiapan keglatan dilaksanakan maksimal 1 kali.
2) Belanja Perjalanan Dinas dan Akomodas

a) Belanja Pexjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi dan
Transportasi '}3']‘ dapat diberikan kepada para
Moderator/N arasumber/Tenaga Ahli/Profesional = sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Belanja Per]a]ana;} Dinas diberikan kepada panitia apabila:

(1) Acara dilaksaﬁ?kan di luar kota (dalam daerah)/luar daerah;
{2) Acara dilaksanakan di dalam kota

F
i




( pelaksanaeiﬁf di luar kantor instansi pelaksana )
tetapi pelaksanaan lebih dari 8 jam.

2. ASB-002 Rapat Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
" Deskripsi :
Kegiatan  yang dilal(ukan oleh Perangkat  Daerah untuk
- menyampaikan mformas1 tentang keadaan dan permasalahan dari
program dan keglatan yang sedang dilaksanakan.
Tujuan : 7“-‘
Untuk mengetahui kcsalahan awal sehingga dapat dilakukan perbaikan
untuk mengurangi ns1ko yang cukup Dbesar serta melakukan
- perbandingan has11/presta31 suatu  kegiatan dengan  standar,
rencana, norma yang :telah ditetapkan yang dapat mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam pencapaian.
1. Standar Belanja kegxatan Rapat Hasil Monitoring dan Evaluasi
Program Kegiatan dltetapkan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan 1 hari dllaksanakan menggunakan aset Pemda.
b. Anggaran maksnmal (untuk 30 orang) : Rp.3.894.000,-
c. Anggaran per orang per hari Rp.129.800,-
d. Jenis belanja A]at Tulis Kantor, Cetak/ Penggandaan,
Makan dan Mmum

2. Ketentuan operasxonal _
a.Jumlah  peserta / | maksimal 30 orang, belum
termasuk panitia/ penyelen ggara kegiatan.
b.Belanja  Cetak/ Penggandaan Belanja  penggandaan untuk
kebutuhan penggandaan untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan dan penggandaan untuk materi peserta.
c. Belanja Makan dan Minum
Pelaksanaan di Aset Pemda Belanja Makan dan Minum
untuk satu hari pelaksanaan diperhitungkan maksimal dengan 1 x
- snack serta 1 x makan siang berdasarkan indeks satuan harga yang
- berlaku.
d. Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk
Belanja Perjalanan | Dmas dan Rapat Persiapan.
1) Rapat persiapan keglatan dilaksanakan maksimal 1 kali.
2) Belanja Perjalanan Dinas dan Akomodasi

Belanja Pexjalanan Dinas pada Sub Rincian
Akomodasi dan’ Transportasi dapat diberikan
kepada para ‘Moderator/Narasumber/ Tenaga
Ahlx/Profesxonal sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.




3. ASB-003 - Bimbingan teknis

Deskripsi : :

Bimbingan Teknis mefﬁpakan kegiatan untuk meningkatkan
pemahaman, wawasan dan  keterampilan atas topik tertentu
termasuk implementasi ﬁgraturan perundang-undangan, Manajemen,
Kewirausahaan, dar_i:‘-i;'pengolahan data untuk ASN dan/atau yang
disetarakan  (BUMN, %:‘i"BUMD), yang dilaksanakan oleh
Parangkat Daerah ... dengan mendatangkan narasumber atau

instruktur ke lokasi Pemenntah Daerah (maksmal 4 hari).

Tujuan :

Untuk meningkatkan kompetensx bagi Aparat Sipil Negara
! -danfatau yang dxsetarakan

1. Standar Belanja keglatan Bimtek ditetapkan sebagai
berikut : i
A. Bimtek Tipe I {1 hari)
1) Bimtek 1  hari q;laksanakan dengan Aset Pemerintah
Daerah{Pemda). - |
2) Anggaran maksimal {untuk 50 orang) : Rp. 22.190.000,-
3} Anggaran per orang per kegiatan Rp. 443.800,-
4) Jenis belanja: = Alat Tulis Kantor, Dokumentasi,
Cetak/ Penggandaan, : Kelengkapan Peserta, Moderator/
Narasumber/ Tenage;l_Ahli / Profesional, Makan dan Minum

B. Bimtek Tipe Il
~ 1)Bimtek 2 hari :dilaksanakan dengan Aset Pemerintah

Daerah (Pemda).

2) Anggaran maksimal {untuk 50 orang) : Rp.34.940.000,-

3) Anggaran per orangi ber kegiatan Rp.698.800,-

4} Jenis belanja .~ : Alat Tulis Kantor, Dokumentasi,
Cetak/Pengg'mdaan, Kelengkapan Peserta, Moderator Narasumber
/ Tenaga Ahli / Proi:qslonal Makan dan Minum.

-, B

c. Bimtek Tipe NI

1 Bimtek 3 hari diiaksanakan dengan Aset Pemerintah Daerah
(Pemda). o

2) Anggaran makmmal (untuk 50 orang) : Rp. 47.690.000,-
3) Anggaran per orang per kegiatan Rp. 953.800,-

4} Jenis belanja : Alat Tulls Kantor, Dokumentasi, Cetak/Penggandaan,
Kelengkapan Peserta Moderator / Narasumber /Tenaga Ahli/
Profesional, Makan dan Minum.




2, Ketentuan Operasional . S :

a. Jumlah peserta + maksimal 50  orang

termasuk panitia/ penyélenggara kegiatan.

b. Jumlah pamtla/penyelenggara keglatan maksimal 10% dari

peserta kegiatan. if 3 | '

c. Bimtek dzlaksanakan maks:mal 4 hari dan minimal 2 hari. Setiap

hari dibitung 8 jam dan setiap jam dlhltung 45 menit.
' d."Belanja Makan dan Mmum _, .

L 1] Pelaksanaan di Aset Pemda Belanja Makan dan Minum
" untuk  satu han\ pelaksanaan diperhitungkan  maksimal
dengan. 2 x snack (pagi dan sore) serta 1 x makan siang
. berdasarkan mdeks -satuan- harga yang berlaku.

%" 2) Pelaksanaan di hotcl Belanja Makan dan Minum diperhitungkan
_ .. dengan Paket fullboard -

‘e. Anggaran dan Obyek Be]anja tersebut belum termasuk belanja
‘untuk biaya untuk: ?Rapat Persuapan, Belanja Bahan Material,

, belum

. belanja . untuk ikegiatan ~ Tinjauan Lapangan/Observasi
. : Lapangan/atau sebutfm lainnya apabxla di dalam seminar diperlukan
: : kegiatan tersebut dan Pergalanan Dinas dengan Kketentuan sebagai
berikut : -;+' _
_' 1) Rapat Persmpan Keglatan d:laksanakan maksimal 2 kali.
2} Belanja Bahan Matenal
a} Belanja bahan t material ..  meliputi : Alat Peraga/ Bahan

Pelatxhan/Praktek ‘dan atau pakaian kerja dan sebutan
lainnya yang termasuk dalam belanja tersebut.

b) Belanja Bahan Materlal dan pakalan kerja dapat dianggarkan

apabila kegiatan pelatlhan yang dilaksanakan memerlukan bahan
: material khusus dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

c) Belanja Bahan Matenal dapat dianggarkan apabila kegiatan Bimtek
~ yang dllaksanakan " memerlukan bahan material khusus
: . dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

} . d) Besarnya nilai tBelanja Bahan Material dihitung dengan

SR cara mengalikan - Jumlah bahan material yang diperlukan
dengan standar harga bahan material yang berlaku.

3) Tinjauan Lapangan/ Observas1 Lapangan/atau sebutan lainnya
a) Komponen belan;a yang termasuk dalam biaya
pelaksanaan 'I‘mjauan Lapangan/Observasi Lapangan/atau
sebutan lainnya sesual kebutuhan dengan memperhitungkan
jumiah  peserta dan jangka waktu  pelaksanaan sesuai
dengan standart yang berlaku dengan RAB tersedini.

b} Jumlah hari pada ketentuan pom 2.
¢) belum termasuk kegiatan tm_;auan lapangan/observasi
lapangan/atau seb_gf.an lainnya.
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4} Belanja Perjalanan Diﬁas

a) Belanja  Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi
dan Transportasi dapat diberikan kepada para Moderator
Narasumber/ T enaga Ahli /. Profesional sesuai ketentuan peraturan
perundang—undangan yang berlaku.

'b) Belanja  Perjalanan  Dinas pada Sub Rincian Uang
Harian Peserta diberikan kepada peserta non ASN.

c) Belanja Perjalanan pinas diberikan kepada panitia apabila :
(1) Acara dilaksanakan di luar kota (dalam daerah)/luar daerah.

{2} Acara dilaksan'a}ian di dalam kota ( pelaksanaan di luar kantor
instansi pelaksana } tetapi pelaksanaan lebih dari 8 jam.

' 4. ASB 004 Workshop/ Lokakaryal Seminar

Deskripsi :

Workshop,lokakaxya,atau ¢ seminar merupakan kegiatan  yang
diselenggarakan oleh ‘i organisasi perangkat daerah untuk
bersama mencari solusi “atas suatu permasalahan yang dibahas.
Pelaksanaan workshoj), lokakarya, atau seminar menyediakan
narasumber yang bertugas untuk mempresentasikan teori, konsep,
logika, serta menyatukan_ persepsi peserta agar dapat mencari
‘penyelesaian atas masalah yang dibahas yang dilaksanakan
‘maksimal 2 hari. ]

Tujuan :

Untuk memberikan sol_;i$i, informasi dan pengetahuan baru kepada
para peserta sesuai dengan bidang profesinya.

1. Standar Belanja Standar belanja kegiatan Workshop ditetapkan
sebagai berikut :

a. Workshop Tipe 1 |
1) Pelaksanaan l(Sdtu) hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda
2} Anggaran mak31mai (untuk 100 orang) : Rp.29.940. 000,-

3) Anggaran per orang per kegiatan Rp.299.400,-

4) Jenis belanja % Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan,
Kelengkapan_Peserfa, Dekorasi, Moderator/ Narasumber/Tenaga
Ahli/Profesional, Makan dan Minum.

b. Workshop Tipe !l
1) Pelaksanaan 2 han dllaksanakan menggunakan aset Pemda.
2) Anggaran maksunal {untuk 100 orang) : Rp. 33.440. 000,-
3) Anggaran per or'mg per kegiatan Rp. 334.400,-




4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Dekorasi,

Kelengkapan ¢ Peserta,
Moderator/ Narasumber/ Tenaga Ahli/Profesional, Makan dan
Minum. : _

-¢. Workshop Tipe 111 i
1) Pelaksanaan 2 hari%dilaksanakan di hotel (dua hari satu malam).
2) Anggaran maksimeil (untuk 100 orang) : Rp.36.940.000,-

3) Anggaran per orang per kegiatan Rp.369.400,-

4)Jenis belanja ' :  Alat Tulis Kantor, Cetak/ Penggandaan,
Moderator /Narasu mber/ Tenaga Ahli/Profesional,
Kelengkapan Peser_ta Paket Fullboard Hotel.

2 Ketentuan Operasmnal

‘a. Workshop dilaksanakan maksimal 2 hari. Setiap hari dihitung 8 JP

©  dan setiap JP dlhltung 45 menit.

b. Jumlah = peserta’i  maksimal 100 orang, belum
termasuk panitia/ penyelenggara kegiatan.

c. Jumlah panitia/ pen_\, elenggara kegiatan maksimal 10% dari
peserta kegiatan. :

d. Belanja Makan dan Minum
1) Pelaksanaan di ‘Aset Pemda Belanja makan dan minum
untuk- satu hari, pelaksanaan diperhitungkan maksimal
dengan 2 X snack (pagi dan sore) serta 1 X makan
siang berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku.

2) Pelaksanaan d:"; Hotel  Belanja  makan dan minum
diperhitungkan dengan paket fullboard.

e. Anggaran dan Ol?yek Belanja tersebut belum termasuk
Belanja Perjalanan Dinas " dan Rapat Persiapan, dengan
ketentuan sebagai benkut

1) Rapat persiapan keglatan dilaksanakan maksimal 2 kali

2) Belanja Perjalanan Dmas dan Akomodasi

a) Belanja Petjalanan Dinas pada Sub Rincian
Akomodasi dan Transportasi dapat diberikan
kepada para Moderator/ Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional
sesuat Letentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ‘

b} Belanja Petjalanan Dinas diberikan kepada peserta apabila
peserta adalah non ASN berupa Belanja Bantuan Transport.

c) Belanja Peqalan_an Dinas diberikan kepada panitia apabila :

{1) Acara dilaksaﬁakan di luar kota {dalam daerah)/luar daerah




(2) Acara dl]aksanakan di dalam kota (pelaksanaan di

luar kantor 1nstan31 pelaksana) tetapi pelaksanaan lebih dan
8 jam,

5. ASB-005 Sosialisasi

Deskripsi :

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan
program/_produk/peratura_h dan lainnya kepada ASN dan/atau
non ASN(masyarakat) rhélalui kegiatan tatap muka secara langsung,

- yang diselenggarakan ole_h': Perangkat Daerah.
_Tujuan s .

. Untuk meningkatkan wavsasan dan pemahaman bagi ASN maupun non
. ASN.

1 Standar Belanja btandar belanja kegiatan Sosialisasi ditetapkan
" sebagai berikut :
a. Sosialisasi Tipe |

1) Pelaksanaan 1 han dilaksanakan menggunakan aset Pemda.

2) Anggaran maksnmal (untuk 100 orang) : Rp.31.440.000,-

3) Anggaran per orang per hari Rp.314.400,-

4) Jenis belanja Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan,
Belanja - Dekorasi, ~ Moderator/ Narasumber/Tenaga
Ahli/Profesional, Snack.

" b. Sosialisasi Tipe II !
1) Pelaksanaan 1 han dilaksanakan menggunakan aset Pemnda.

2} Anggaran makmma_l (untuk 100 orang) : Rp.36.940.000,-

3) Anggaran per orahé per hari Rp.369.400,-

4) Jenis belanja Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan,
Belanja  Dekorast, Moderator/ Narasumber/Tenaga
Ahli/Profesional, Makan dan Minum.

~ ¢. Sosialisasi Tipe Hl
" 1) Pelaksanaan sosialisasi 2 hari dilaksanakan di hotel (dua hari
satu malam). .'~
-2) Anggaran maksnrnal (untuk 100 orang} : Rp.134.440.000,-
3) Anggaran per orang per hari Rp.1.344.400,-
4} Jenis belanja Alat Tulis Kantor,
Cetak/Penggandaan,Moderator/Narasumber/Tenaga
Ahli/Profesional, ' Paket Fullboard Hotel.

2. Ketentuan operasional




a. Sosialisasi dilaksanakan maksimal 2 hari (dua hari satu
malam). Setiap hari dihitung 8 JP dan setiap JP dihitung 45
menit.

b. Jumlah peserta maksimal 200 orang, belum
termasuk panitia/penyelenggara kegiatan.

¢. Jumlah panitia/penyelenggara kegiatan maksimal 10 %
dari peserta kegiatan.

d. Belanja Cetak/Penggandaan Belanja penggandaan untuk

kebutuhan penggandaan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan dan penggandaan untuk materi
peserta.

e. Belanja Makan dan Minum

1) Pelaksanaan di Aset Pemda Belanja Makan dan Minum
untuk satu hari pelaksanaan diperhitungkan maksimal
dengan 2 x snack (pagi dan sore) serta 1 x makan siang
berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku.

2) Pelaksanaan di Hotel Belanja Makan dan Minum
diperhitungkan dengan paket fullboard.

f. Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum
termasuk Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Persiapan.

1) Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan maksimal 2 kali.

2) Belanja Perjalanan Dinas dan Akomodasi
a) Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi
dan Transportasi dapat diberikan kepada para

Moderator/ Narasumber / Tenaga Ahli / Profesional
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada peserta
apabila peserta adalah non ASN berupa Belanja Bantuan
Transport.
¢) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada panitia apabila :
(1) Acara dilaksanakan di luar kota (dalam daerah)/luar
daerah.

(2) Acara dilaksanakan di dalam kota ( pelaksanaan di
luar kantor instansi pelaksana ) tetapi
pelaksanaan lebih dari 8 jam.

ASB-006 Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion
(FGD)

Deskripsi :

Merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan
mempertemukan berbagai unsur sebagai wadah saling berbagi dan
tukar menukar informasi terkait isu atau topiktertentu.




Tujuan :

Untuk memperoleh masukan dan solusz tentang topik yang
didiskusikan. &

1. Standar Belanja Standar belanja kegiatan FGD ditetapkan sebagal
berikut: -

a. Anggaran maksnmal (untuk 30 orang) : Rp.13.050.000,-

'b. Anggaran per orang per hari Rp.435.000.-

.c. Jenis belanja : A]at Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Dekorasi,
Moderator/ Narasumber/ Tenaga Ahli/Profesional, Makan dan
Minum. 5

o 2. Ketentuan Operasion;';ll

a. FGD dilaksanaka;p maksimal 1 hari, dengan narasumber
- maksimal 4 orang.;

b. Jumlah peserta. maksimal 30 orang, belum
termasuk panitiii / penyelenggara kegiatan.

c. Jumlah panitia/p?ényelenggara ‘kegiatan maksimal. 10 %
dari peserta kegiatan.

d. Belanja Makan dan Minum diperhitungkan maksimal dengan 2 x

~ snack (pagi dan sore] serta 1 x makan siang berdasarkan indeks
satuan harga yang berlaku

e. Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk
Belanja Pex]alanan Dinas dan Rapat Persiapan, dengan
ketentuan sebagal berikut :

1} Rapat persiapan keg,latan dilaksanakan maksimal 2 kali.
2) Belanja Pexjalanan Dinas dan Akomodasi

a) Belanja Peqalanan Dinas pada Sub Rincian
Akomodasi dan Transportasi dapat diberikan kepada para
Moderator/ Narasumber/ Tenaga Ahli / Profesional sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Belanja Per]alanan Dinas diberikan kepada panitia
apabila acara dllaksanakan di luar kota (dalam daerah}/luar
daerah. g

_.f. FGD dilaksanakané%li aset Pemda.
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Analisis Standar Belanjé Khusus

1.ASB-007 ASB Slstem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Deskripsi:

__ Pembangunan Slstegl Penyediaan Air Minum (SPAM)
- merupakan kegiatan yang dilakukan oleh  Perangkat Daerah

untuk menghadirkan -Barang Modal/hibah yang dibangun untuk

_dapat dipergunakan ole}_j Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Tujuan :

 Untuk' memperoleh besarnya Belanja Modal/hibah untuk

<+ melaksanakan keglatan 'pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
o (SPAM] \

1) Standar Belanja SPAM Kabupaten Dompu ditetapkan
" sebagai berikut :

NO JENIS BAHAN SATUAN| HARGA (Rp) | KETERANGAN
1 2 3 4 5
1| PipaHDPE Rl m 0,200
2, | Pipa HOPE T m 20.700
f"i:_j__a -}:Pipa HOPE 1% m 44.850
4. .| Pipa HDPE : 2' m 62,100
5 | Pipa HDPE - 26" m 08,900
6 | Pipa HDPE 3 m 142.600
7 | PipaHDPE & m 212.750
8 | PipaHDPE 6" m 446,200
.8 | PipaHDPE e m 517.500
Cqo |PiRAPVC 1 m 7.400
11 | Pipa PVC e m 9 000
12 | PipaPVC T m 11.400
13 | Pipa GI 172° m 23.300
14 | Pipa GI 4" m 30.000
15 | Pipa GI 1° m 46.000
16 | Pipa Gl 144 m 60.800
17 | Pipa GI 1%" m 69.700




| 18 | Pipa Gl $ m 95200 ]
' 19 | Pipa Gl 2%" m 121.400

| 20 | Pipa GI ¥ 1T m 156.600 |
21 | Pipa Gl e m 226.800
| 22 | Pipa Gl 5 m 305.400

i 23 | Pipa Gl 6" m 363 500 L

’ i .

(i il Gt S g m 644.100 1 W




